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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR : 63 TAHUN : 2004 SERI : C NOMOR : 9 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR 52 TAHUN 2004 

Menimbang 

TENTANG 

RETRIBUSIKETENAGAKERJAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEBUMEN, 

a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah 
Otonom, maka umsan Ketenagakerjaan yang semula 
merupakan urusan Pemerintah Pusat dan Propinsi 
menjadi urusan Daerah Kabupaten; 

b. bahwa untulc melaksanakan urusan ketenagakerjaan 
serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, 
maka perlu diatur mengenai Retribusi Ketenagakerjaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Ketenagakerjaan. 
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Mengingat 1. Undang- ndang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
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Pemben ukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkun an Propinsi Jawa Tengah, Jo. Peraturan 
Pemerint Nomoi- 32 Tahun 1950 tenfang Penetapan 
mulai be lakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 
1950; 

2. Undang- ndang Nomor 1 Tahun 1970 tentang 
Keselam tan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 
Nomor4, TambahanLembaranNeg-araNomor2918); 

3. Undang- ndang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib 
Lapor etenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran 
Negara un 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
NegaraN mor 39); 

4. Undang- dang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
AcaraPi a(Lembaran_Negara Tahun 1981 Nomor76, 
Tambah Lembaran Negara Norn or 3209); 

5. Undang- dang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah d Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1997 No or 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3685); 

6. Undang- ndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerint an Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor6 , TambahanLembaranNegaraNomor3839); 

7. Undang- ndang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimban an Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah ( embaran Negara Tahun 1999 Nomor 92, 
Tambah LembaranNegaraNomor3848); 

8. Undang-: ndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penye~en garaan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
KKN (L mbaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, 
Tamb LembaranNegaraNomor3851); 

9. Undang- ndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubah atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang P Jak Daerah dan Retibusi Daerah (Lembaran 
Negara 'I; un 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

/:. 

, NegaraN mor4048); 
\ 0. Undang- dang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

' Ketenag erjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 

r, 
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39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 
[!) Peraturan Pemer-intah Nomor 20 Tahun 1993 tentang 

. Pengaturap: Keselamatan Kerja (Lembaran Negara 
Tahun 1973 Nomor 25, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Nomor3003); 

12. Peraturan Pernerintah Nornor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 
sebagai Daerah Otonorn (Lernbaran Negara Tahun 2000 
Norn.or 54, Tarnbahan Lernbaran NegaraNornor 3952); 

13 . Peraturai1 Pemerintah Nornor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2001 Nornor 
119, TarnbahanLernbaranNegaraNornor4139); 

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan 
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan 
Peraturan Pernerintah dan Rancangan Keputusan 
Presiden(LembaranNegara Tahun 1999Nomor70); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kebumen 
Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten 
Daeral1 Tingkat II Kebumen Tahun 1999 Nomor 7);• 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen N omor 26 Ta.bun 
2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Kabupaten 
Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Keburnen 

· Tahun2004 Nornor 37); · 
17. Peraturaturan Daerah Kabupaten Kebumen Nornor 51 

Tahun 2004 tentang Ketenagaketjaan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebun1en Tahun 2004 Nomor 62) 

18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Kebumen. 

· Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH · 
KABUPATEN KEBUMEN 
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Himpunan Lembaran Daerah ahun 2004 

EMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURA 
TENTANG 

DAERAH KABUPATEN KpBUMEN 
TRIBUSI KETENAGAKERJAAN 

BABI 
KE ENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yan dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten bumen. 
2. Pemerintah Daerah adalah merintah Kabupaten Kebumen. 
3. BupatiadalahBupatiKebu en. 
4. Dewan Perwakilan Rakya Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Kebume . 
5. Kas Daerah adalah kas Daer Kabupaten Kebumen. 
6. Pejabat adalah Pegawai y ng diberi tugas tertentu dibidang Retribusi 

Daerah sesuai peraturan pe dang-undangan yang berlaku. 
7. Retribusi Daerah yang sel njutnya disebut Retribusi adalah Pungutan 

Daerah sebagai pembayar atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan ata diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
_kepentingan orang pribadi at u Badan. 

8. Wajib Retribusi adalah oran pribadi atau Badan yang menurut peraturan -
perundang-undangan wajib membayar Retribusi atas pemberian izin 
dibidang ketenagakerjaan. · 

9. Badan adalah suatu bent Badan Usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan Koman iter, Badan Usaha Milik Negara atau Badan 
Usaha Milik Daerah, Kope asi, Yayasan dan/atau bentuk Badan Usaha 
lainnya. 

10. Retribusi di bidarig ketena kerjaan yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pembayaran atas p mberian izin penempatan, perluasan dan 
produktivitas Tenaga Kerj serta pengawasan -ketenagakerjaan oleh 

_ Pemerintah Daerah. 
11. Ketenagakerjaan adalah seg a hal yang berhubungan dengan tenaga kf :ja 

pada waktu sebel um, _selama an sesudah masa kerj a. 
12. Tenaga Kerja adalah setiap o ang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang _dan/ u jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 
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sendiri maupun untuk masyarakat. 
13. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 ( de la pan be las) 

tahun. , · 
14. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk 

mempertemukan Tenaga Kerja dengan Pengguna Tenaga Kerja supaya 
Tenaga Kerja dapat memperoleh pekerjaan. 

15. Penempat{Ul Tenaga Kerja di dalam Negara adalah kegiatan ·pengisian 
lowongan pekerjaan oleh pencari kerja didalan1 wilayah Republik 
Indonesia baik penempatan langsung maupun melalui pelaksanaan 
pelayanan penempatan tenaga kerja. 

16. Antar kerja adalah suatu proses kegiatan tenaga kerja yang meliputi 
pelayanan Informasi Pasar Kerja (IPK) pendaftaran pencari ker:ja, 
pendaftaran lowongan pekerjaan, bimbingan dan penyuluhanjabatan dan 
tindak lanjut penempatan. 

17. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disebut (AKL) adalah Antar Kerja 
Antar Kantor/Dinas yang melayani penempatan tenaga kerja dalam 
wilayah propinsi. 

18. Antar Kerja Antar Daer.ah yang selanjutnya disebut (AKAD) adalah 
Antar Kerja Antar Kantor/Dinas yang melayani penempatan tenaga kerja 
dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 

19. Pencari kerja ·adalah angkatan kerja yang selanjutnya disebut Pengangur 
dan mencari pekerjaan, maupun yang sedang bekerja tetapi ingin pindah 
atau ingin bekerja yang dinyatakan · dengan aktivitasnya yang 
mendaftarkan diri kepada pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja 
melamar pekerj aan kepada Bohir. 

20. Tenaga Kerja Warga Negara Asing adalah WNA pemegang Visa dengan 
maksud bekerja di wilayah Negara Republik Indonesia. 

21. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut P JTKI 
adalah Badan U saha yang berbentuk PT atau Koperasi _yang berusaha 
dibidangjasa penempatan TKI di Luar Negeri. 

22. Perwakilan PJTKI di Daerah yang selanjutnya disebut.Cabang PJTKI 
adalah perwakilan P JTKI yang melaksanakan kegiatan penempatan TKI 
atas nama P JTKI di wilayah kerj a tertentu. 

23. Latihan Kerja adalah seluruh kegiatan untuk memberikan, memperoleh, 
meningkatkan serta mengembangbn ketrampilan, produktivitas disiplin, 
sikap kerja dan etos kerja pada tingkat ketrampilan tertentu yang 
pelaksanaannya banyak praktek dari pada teori. 
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Himpunan Lembaran Daerah n. hun 2004 

24. Izin Bursa Kerja Khusus y g selanjutnya disebut Izin BKK adalah izin 
operasional yang dikeluark oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi. 

25. Sertifikat adalah suatu pros s pemberian pengakuan atas tingkat kualitas 
ketrampilan tenaga · kerja · esuai dengan tingkat standart yang telah 
ditetapkan. 

26. Masa retribusi adalah sua jangka waktu tertentu yang merupkan batas 
waktu waj ib retribusi untuk emanfaatkan j asa dan perizinan tertentu dari 
Pemerintah Daerah yang be angkutan. · 

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut (SKRD) 
adalah Surat Keputusan yan menentukan besamya jumlah Retribusi yang 
terhutang. 

28. Surat Setoran.Retribusi Da rah, yang selanjutnya disebut (SSRD) adalah 
Surat yang oleh wajib retri usi digunakan untuk melakukan pembayaran 
atau penyetoran retribusi ang terhutang ke Kas Daerah atau tempat 
pembayaran lain yang diteta kan oleh Bupati. 

29. Surat Tagihan Retribusi Da rah yang selanjutnya disebut (STRD) adalah 
surat umum melakukan tag han .retribusi atai sanksi administrasi berupa 
Bunga atau Denda. 

30. KITKI adalah Kartu ldent tas Tenaga Kerja Indonesia, yang sekarang 
diganti KTKLN adalah K · Tenaga Kerja Luar Negeri yaitu kartu 
identitas bagi TKI yang tel memenuhi persyaratan dan prosedur untuk 
ditempatkan di Luar N egeri. 

31. TKWNAP adalah Tenaga erja Warga Negara Asing Pendatang yaitu 
Tenaga Kerja Asing yang b asal dari luar wilayah Negara Indonesia yang 
ingin bekerja di Indonesi dengan me·menuhi persyaratan yang telah 
diteritukan. 

32. Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat adalah izin yang 
diberikan kepada perusaha yang mempekerjaan tenaga kerjanya lebih 
dari 7 jam per hari atau 40 j a dalam satu minggu. 

33 . Izin Kerja Malam Wanita a alah izin yang diberikan kepada perusahaan 
yang mempekerjakan tena a kerja wanita pada malam hari dari jam 
23.00 Vv1B s/d 07.00 WIB. 

BAB II 
NAMA CBYE DAN SUBYEK RETRIBUSI 
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Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Keten,agakerjaan dipungut retribusi atas pelayanan 
dibidang ketenagakerjaan dan pemberian izin dibidang Ketenagakerjaan . 

Pasal 3 

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan 
pemberian izin di bidang ketenagakerjaan yang diberikan kepada orang 
atauBadan. 

(2) Jenis-jenis pelayanan di bidang Ketenagakerjaan meliputi: 
a. Pelayanan Pendaftaran Kartu Kuning.(model AK.I); 
b. Pemberian Rekomendasi AK.AD (Antar Kerja Antar Daerah); 
c. Pemberiari Rekomendasi Izin Pendirian cabang Perusahaan jasa 

tenaga kerja Indonesia (P JTKI); 
d. PemberianrekomendasiIKTAdan TKWNAP. 

(3) Jenis-j enis pemberian Izin Ketenagakerjaan meliputi : 
a. Izin Rekrut An tar Kerj a Lokal ( AKL); 
b. Izin Mutasi Antar KerjaAntar Daerah (AK.AD); 
c. Izin Rekrut tenaga kerj a Antar Kerj a Antar Negara (AKAN); 

· d. Izin Pemasangan Informasi Lowongan Kerja; 
e. Izin Operasional Pendirian Bursa Kerj a Khusus (BKK); 
f. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); 
g. Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Istirahat (IPWKI); 
h. IzinKerjaMalam Wanita(IY...MW); 
1. Izin Pelayanan Pos Informasi Cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja 

Indonesia (PJTKI); 

Pasal 4 

Subyek Retribusi adalah pribadi atau Badan yang mendapatkai"l pelayanan dan 
memperoleh izin di bidang Ketenagakerjan. 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 
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· Pasal 5 

Retribusi 1zm Ketenagakerj 
tertentu. 

digolongkan sebagai Retribusi Perizinan · 

BABIV 
CARA MENGUKU TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 

Tingkat penggunaan jasa 
kegiatan atau.usaha. 

ur berdasarkan jenis 1zm dan peruntukan 

BABV 
PRINSIP DAN SA ARAN DALAM MENETAPKAN 
STRUKTUR DAN ESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 7 

Prinsip dan sasaran dala.111 pen tapan tarif retribusi berdasarkan pada tujuan 
untuk menetapkan biaya yang ilaksanakan oleh P~merintah Daerah dalam · 
pemberian pelayauan dan emberian izin Ketenagkerjaan dengan 
memperhatikan kemampuan m yarakat dan aspek keadilan. 

BAB VI 
ESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasai 8 

(1) Struktur dan 'Biaya Tari digolongkan berdasarkan Jems 1zm dan 
peruntukkan kegiatan atau aha. 

(2) Struktur dan Besamya Tarif itetapkan sebagai berikut: 
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a. Pelayanan Pendaftaran langko Kartu Kuning (Kartu model AK.I) 
sebesar Rp. 1.000,-/ oran . 

b. Pemberian Rekomendasi : 
1. Pemberian Rekomend si Antar Kerja Antar . 

Daerah (AKAD) Rp. 5.000,-/orang 
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2. Pemberian Rekomendasi Izin Pendirian 
Cabang P JTKI 

3. Pemberian Rekomendasi perpanj angan 
IKTA dan TKWNAP . 

c. Pemberian Izin: 

Rp. 100.000,

Rp. 250.000,- . 

1. IzinRekrutAntarKerjaLokal(AKL) Rp.2.000,-iorang 
2. IzinMutasiAntarKerjaAntarDaerah(AKAD) Rp. 5.000,-/orang 
3. Izin Rekrut Tenaga Kerja Antar Kerja An tar 

Negara (AKAN) 
4. Izin Pemasangan Informasi 

Rp. 10.000,-/orang 

LowonganKerja Rp. 15.000,-/pengumuman 
-5. Izin Operasional Pendirian Bursa Kerj a 

Khusus (BKK) 
6. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 
7. IzinPenyimpangan WaktuKerjadan 

Rp. 50.000,-/Lbg 
Rp. 50.000,-/Lbg 

Istirahat (IPWKI) Rp. 20.000,-/prshan 
8. Izin Kerja Malarn Wanita (IKMW) Rp. 20.000,-/prshan 
9. Izin Pelayanan Pos Informasi Cabang Perusahaan 

Jasa TenagaKerjalndonesia(PJTKI) Rp. 50.000,-/orang 
(3) Besarnya biaya penggantian izin yang hilang atau rusak ditetapkan sebesar 

50% dari besarnya tarif yang ditetapkan. 

BAB VII 
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG 

Pasal 9 

Masa Retribusi jangka waktu tertentu yang menunjukkan batas bagi wajib 
Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Bupati. 

Pasal 10 

Saat Retribusi terhutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain 
yang dipersarnakan. 

BAB VIII 
TATA CARA PEMUNGUTAN 
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Pasal l1 

( 1) Pemungutari retribusi tidak apat diborongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan · enggunakan SSRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. . 
(3) Hasil pungutan retribusi se agaimana dimaksud dalam pasal 8 disetor ke 

K~s Daerah melalui petuga pemungut. 
(4) Petugas pemungut membt . kan semua penerimaan pemungutan dan 

penyetoran retribusi serta melaporkan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. · 

(5) Petugas pemungut wajib mungut dan menyetorkan secara bruto hasil 
pemurigutan retribusi ke K Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh 
Bupti paling lam bat 1 ( satu) ari kerj a setelah penerimaan Retribusi. 

BAB IX 
PEMBAYARAN 

(1) Pembayaran Retribusi dila an di Kas Daerah atau tempat lain yang 
ditunjuk sesuai jangka w tu yang ditentukan dengan menggunakan 
SKRD atau dokumen lain y g dipersamakan . 

. (2) Dalam hal pembayaran dila an di tempat lain yang ditunjuk maka hasil 
penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu yang 
ditentukan oleh Bupati. 

BABX 
TATA ARA PENAGIHAN 

Pasal 13 

(1) Surat Teguran/Surat Perin atan/surat lain yang sejenis sebagai awal 
tindakan pelaksanaan pena ihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 
(tujuh) hari sejakjatuh temp pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tu uh) hari setelah tanggal surat teguran/surat 
peringatan/surat lain yang s · enis yang disampaikan, waj ib retribusi harus 
melunasi retribusi yang terh tang. 

(3) Surat Teguran/Surat Perin atan/surat lain yang sejenis sebagaimana ' 
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dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk 

--· 
BAB XI 

'KEBERATAN 

Pasal 14 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan kebei-atrui kepada Bupati atau Pejabat 
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. . 

(2) Keberatan harus diajukan dalamjangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 
sejak SKRD diterbitkan. 

Pasal 15 

( 1) B upati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam) bulan sej ak tanggal surat 
keberatan diterima liarus memberikan keputusan atas keberatan yang 
diajukan. · 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
sebagian, menolak, atau inenambah besainya retribusi yang terhutang. 

(3) Apabilajangka waktu s'ebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat 
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan 
terse but dianggap dikabulkan. 

BAB XII 
PENGURANGAN KERINGANAN DAN 

PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 16 

(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberi 
pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi . 

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi 
sebagaimana dimaksud ayat (1) ini ditetapkan oleh Bupati. 

BAB XIII 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 
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· Pasal 17 

(1) Atas kelebihan pembayar retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan 
permohonan pengembali kepada Bupati. 

(2) Bupati.dalamjangka wak paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya 
permohonan kelebihan pe bayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat 
(1) harus memberikan kep~ usan. 

(3) Apabila jangka waktu seba aimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan 
Bupati tidak memberik n keputusan, permohonan pengembalian 
pembayaran retribusi di nggap dikabulkan dan SKRDLB hams 
diterbitkan dalamjangka w · u paling lama 1 (satu) bulan. 

( 4) Pengembalian kelebihan embayaran retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan d am jangka wak.1:u paling lama 2 (dua) bulan 
sejak diterbitkanya SKRD 

BAB XIV 
KEDAL A.RSA PENAGIHAN 

Pasal 18 

(1) Penagihan Retribusi kedal warsa setelah melampaui jangka waktu 3 
(tiga) tahun terhitung sej saat terhitungnya Retribusi kecuali apabila 
wajib Retribusi melakukan indak Pidana dibidang Retribusi. · 

(2) Kedaluwarsa penagihan etribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 1) 
tertangguhkan apabila : 
a. Diterbitkan Surat Tegurru atau Surat Paksa atau; 
b. Ada pengakuan utang etribusi dari wajib Retribusi baik langsung 

maupun tidak langsung. 

BAB XV 
SANK I ADMINISTRASI 

Pasal 19 

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunyr atau kurang 
membayar dikenakan sanksi a · nistrasi berupa denda 2% ( dua persen) setiap 
bulan dari Retribusi yang terhut g atau kurang dibayar dan ditagih dengan · 
menggunakan STRD. 
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BAB XVI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 20 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana 
dimaksuq Pasal 8. ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam 
Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 
Rp. 5.000.000,- (limajutarupiah) 

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat ( 1) adalah Pelanggaran. 

BAB XVII 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 21 

Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, 
penyidik atas pelanggaran _tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, 
kewenangan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB XVIII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 22 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal 23 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peratuan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen. 
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Diundangkan di Kebumen 
pada tangga1 8 Juli 2004 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

t.t.d. 

H. SUROSO, SH. 
Pembina Utan1·a Muda 

NIP. 010 13 8 040 

Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 28 Juni 2004 

BUPATI KEBUMEN, 

t.t.d. 

RUSTRININGSIH 

LEMBARAN DAERAH KABU TEN KEBUMENTAHUN 2004 NO MOR 63 

448 



... 

Perda Nomor 52 Tahun 2004 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR 52 TAHtJN 2004 

TENTANG 

RETRIBUSI KETENAGAKERJAAN 

I. PENJELASANUMUM 
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang · 

Pajak Daerah dan Ret_ribusi Daerah yang telah dirubah dengan Undang
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan . 
telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 
Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, rnaka telah ditetapkan Pedoman 
Kebijaksanaan dan ai:ahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pengutan Pajak 
dan Retribusi Daerah. 

Pajak dan Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan 
Daerah agar Daerah dapat rnelaksanakan Otonominya yaitu rnampu 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang diharapkan menj adi 
sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, 
untuk meningkatkan dan meratakan kesej ahteraan masyarakat. 

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu 
menetapkan Peraturan Da,erah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi 
Ketenagakerjaan. · 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 : Cukupjelas. 
Pasal2 : Cukupjelas. 
Pasal 3 : Cukupjelas. 
Pasal4 : Cukupjelas. 
Pasal 5 : Cukupjelas. 
Pasal6 : Cukupjelas. 
Pasal 7 : Cukup jelas. 
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Pasal 8 
Pasal 9 
Pasal 10 · 
Pasal 11 
Pasal 12 
Pasal 13 
Pasal 14 
Pasal 15 
Pasal 16 
Pasal 17 
Pasal 18 
Pasal 19 
Pasal20 
Pasal21 
Pasal22 
Pasal23 

450 

: Culrnp jelas. 
: Cukupjelas. 
: Cukupjelas. 
: Cukupjelas. 
: Cukupjelas. 
: Cukupjelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukupjelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukup jelas. 
: Cukupjelas. 
: Cukupjelas. 
: Cukupjelas. 
: Cukupjelas. 
: Cukupjelas. 
: Cukup jelas. 
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